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ABSTRAK

PELAKSANAAN HUKUMAN PENJARA TERPIDANA ANAK DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG

Oleh
M. IRFAN

Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang tepat
guna mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, oleh karena itu maka harus
diberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak untuk tidak mengulangi
perbuatannya kembali. Permasalahan penelitian adalah penerapan sanksi pidana
penjara terhadap terpidana anak yang melakukan tindak pidana di lembaga
pembinaan khusus anak kelas I Palembang dan penerapan pembinaan anak pada
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. Metode penelitian
menggunakan pendekatan normatif empiris, data yang digunakan adalah data
sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi
lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu Staf Lembaga Pembinaan
Khusus Anak kelas I Palembang. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sanksi pidana penjara
terhadap terpidana anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan asas perampasan
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf I Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pasal
81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan
sebagai upaya terakhir (2) Penerapan pembinaan yang dilakukan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dilaksanakan dengan sistem
pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan, dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan. Berdasarkan
yang sudah penulis jabarkan di atas bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas I Palembang Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Palembang diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan narapidana
dewasa yaitu tidak adanya pembinaan pelatihan kerja.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Penjara, Anak, Tindak Pidana.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari
hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis
dengan putusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap
(inkracht). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi
pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi,
dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan.'

Fungsi pidana penjara tersebut mengarahkan supayanarapidana tidak
melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga
binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan
narapidana bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat
sekitar. Pemidanaan lebih ditujukan sebagai pemulihan konflik terpidana
dengan masyarakat, termasuk pada anak yang berhadapan dengan hukum.?

Seiring dengan berkembangnya pembangunan Indonesia yang pesat dan
globalisasi, masalah anak masih sering terjadi dan belum bisa di atasi secara
maksimal. Terkadang masih banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang
di lakukan di kalangan anak-anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang

melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan

! R.N. Tubagus Ronny,2010, Ketika Kejahatan Berdaulat, Peradaban, Jakarta, hlm. 76.
2 Samosir Djisman, 2014, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,
Bina Cipta, Bandung, him. 4.



ekonomi. Selain itu, faktor lain seperti perkembangan industrialisasi dan
urbanisasi juga dapat menyebabkan tingkat kejahatan yang dilakukan di
kalangan anak-anak semakin meningkat. Bentuk dan jenis kejahatan ternyata
bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga bisa
saja menjadi pelaku kejahatan.’

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa,
yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat
dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga,
dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi
anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai
bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan
sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.*

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya disertai unsur
mental dengan motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu
dengan disertai kekerasan dan agresi. Umumnya anak-anak sangat egois dan
suka menyalah gunakan harga dirinya. Anak dalam usia remaja merupakan usia
yang sangat produktif dan cepat tanggap dalam menerima hal-hal baru,
karena padasaat usia produktif itulah perkembangan otak anak sangatlah cepat.
Hal-hal baru yang diterima oleh anak terkadang tidak mampu diterima dan
dipahami secara baik oleh anak, sehingga hal-hal tersebut itulah yang nantinya

akan menjadi masalah bagi anak-anak itu sendiri yang dapat menyebabkan anak

3 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam
Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

4 Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan, Bhuana Ilmu
Populer, Jakarta, hlm. 68.



melakukan suatu tindak kejahatan.’

Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang
tepat guna mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, oleh karena itu maka
harus diberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak untuk tidak mengulangi
perbuatannya kembali. Pemberian pidana penjara tersebut justru sebaliknya
akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap seorang anak, baik itu
dampak positif, negatif, psikologis, psikososial, maupun mentalitas terhadap
anak tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan
perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan
berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya
terakhir (Pasal 2 huruf I Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak) dan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Pidana
penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.°

Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak yang ber konflik
dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur
12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang
diduga melakukan tindak pidana. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada
unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan

sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara diperuntukkan bagi

5> Wagiati Soetedjo,2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, him. 2.
¢ Kartono Kartini, 2006, Patologi Sosial 2, (Kenakalan Remaja), Rajawali Pers,
Jakarta, hlm. 5.



narapidana, dan rumah pendidikan negara diperuntukkan bagi anak yang
berhadapan dengan hukum. Sistem pemenjaraan secara berangsur-angsur
dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep
rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan
merupakan suatu sistem dan sarana yang tepat agar narapidana menyadari
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan
kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab.’

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan
hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari
pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan
di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan
sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap
kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan, serta merupakan
penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila.?®

Anak yang bersalah seharusnya pembinaannya itu ditempatkan di
Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan penempatan anak yang bersalah ke dalam
Lembaga Pemasyarakatan Anak itu pun tentunya dipisah-pisahkan sesuai
dengan status mereka masing-masing, yaitu Anak Pidana, Anak Negara dan
Anak Sipil. Pasall8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan, dikatakan bahwa: Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.

7 Ibid, hlm. 6-7.
8 Endang Sumiarni, 2013, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana,
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 429.



Kemudian di dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga dikatakan bahwa: Setiap anak
yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara
manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah pidana penjara terhadap Anak
hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini karena sistem peradilan pidana
anak dilaksanakan, salah satunya, berdasarkan asas perampasan kemerdekaan
dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Selain itu, setiap anak dalam proses
peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Hukuman Penjara Terpidana

Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang”.

. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang
dijadikan permasalahan penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah Pelaksanaan hukuman penjara terhadap terpidana anak di
lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang?
2. Bagaimanakah Pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas 1 Palembang?



C. Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum
pidana khususnya mengenai penerapan sanksi pidana penjara di lembaga
pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan
pembinaan terpidana anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I
Palembang. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Kota Palembang.
2. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana penjara di lembaga
pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui implementasi pembinaan terpidana anak pada
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.
3. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan
penulisan dam pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan
kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:
a. Secara Teoritis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya
mengenai penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan

khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana.



b. Secara Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai
sumbangan pemikiran kepada kalangan akademis dan praktisi untuk

menambah pengetahuan hukum umumnya hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual
1. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu
penulisan yang memuat istilah — istilah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di

bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan Batasan batasan istilah yang

berkaitan dengan judul skripsi.
Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian
ini meliputi:

1. Sanksi pidana adalah sebagai sarana untuk menanggulangi tindak
pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga
merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar
pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih
fungsional. Dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan
tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.’

2. Penjara adalah tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi

berbagai macam kebebasan. Penjara umumnya adalah institusi yang

® Arief Barda Nawawi, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, him.
109.



diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan
kriminal suatu negara, atausebagai fasilitas untuk menahan tahanan
perang.!?

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA
adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini
juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 18 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak
mempunyai tugas pembinaan anak didik pemasyarakatan.'!

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu

aturan hukum dilarang dan diancam pidana.'?

E. Metode Penelitian

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau

penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga

mencapai tujuan penelitian. '

0P A F. Lamintang, 2004, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, him. 69.
"' Andi Hamzah, 2003, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradya Paramita,

Jakarta, hlm 36-37.
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12 Nikmah Rosidah, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, hlm.

13 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, hlm. 112.


https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan
menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis
normatif dan pendekatan  secara normatif empiris. Pendekatan yang
dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan
hukumnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas dan
studi lapangannya langsung ke objek yang diteliti.!*

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu

menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer
Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung
pada objek penelitian yang dilakukan di kota Palembang dengan
mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada terkait. Serta didukung
dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data
penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa
dokumen- dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar
termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan

melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari

4 Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan
Singkat, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.
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hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan

serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum

antara lain: Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya
yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor
73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

2. Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang

dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok

permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum,
secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan

kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil
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penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah,

artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti

karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam

penelitian ini."

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data
a. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini

ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan
dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi
literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa
buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta
dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian
langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan
wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

b. Prosedur Pengolahan Data

1. Seleksi data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang

sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa.

2. meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan

15 Abdul kadir Muhamad, Op . Cit, him. 192.
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kebenarannya.

3. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi
menurut kerangka yang ditetapkan.

4. Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi
kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab
permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

4. Analisis Data
Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian
dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang
tersusun secara teratur, runtun,logis, tidak tumpang tindih dan efektif,
sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.'

Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.!’

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan
dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh
gambaran menyeluruh tentang penelitian yang terdiri dari 4 bab, yaitu :
BABI PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan
dan ruang lingkup penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Konseptual serta sistematika penulisan.

16 Abdul kadir Muhammad, Op . Cit, him. 127
17 Afrizal, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12



BAB II

BAB III

BAB IV
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TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan unsur-unsur penegakan
hukum pidana, dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang
permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu penerapan
sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap
anak yang melakukan tindak pidana dan penerapan pembinaan anak
pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Palembang.
PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil
penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-
saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang

dibahas dalam penelitian ini.
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